
   

 
  

 
 

GUBERNUR PAPUA 
 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA 
 

NOMOR   5   TAHUN  2016 
 

TENTANG 

 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA  

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
Lampiran   : 2 (dua). 

 
GUBERNUR  PAPUA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris 
Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah 
mempunyai tugas menyiapkan pedoman pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016; 

 
Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di 

Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang ......../2 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

 

15. Peraturan ......../3 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);   

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,  
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 198); 

23. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan 
Khusus Provinsi Papua; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

24. Peraturan ........./4 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 

Khusus Di Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 450); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);  

29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 

2016 Nomor 1); 

31. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 

2016 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI 
PAPUA TAHUN ANGGARAN 2016. 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

adalah pokok-pokok kebijakan mencakup prinsip-prinsip, mekanisme, 
prosedur dan ketentuan-ketentuan, serta hal-hal khusus lainnya yang harus 

dipedomani oleh setiap SKPD Provinsi Papua dalam pelaksanaan APBD dan 
penjabarannya. 

2. APBD Provinsi Papua merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRP, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

3. Keuangan ........./5 
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3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-

jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ 
pengguna barang. 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

7. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Majelis 

Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

8. Kepala Daerah adalah Gubernur Papua dan Bupati/Walikota untuk daerah 
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah 
yang oleh karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD 

adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan anggaran untuk melaksanakan  tugas pokok dan fungsi SKPD 
yang dipimpinnya. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna 

Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut (PPK-

SKPD) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah Kepala 
SKPD bertindak selaku pejabat dalam rangka pengadaan barang/jasa 
pemerintah. 

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

 

19. Bendahara ......../6 
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19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan 

uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

20. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 

program dan kegiatan. 

21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh 
sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 

terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 
dengan kebutuhan. 

22. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA APBD adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. 

23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakti DPRP. 

24. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah 

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-
SKPD setelah disepakati DPRP. 

25. Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 

26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur.  

27. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang 

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional. 

28. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan 

kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan 
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka 

melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat. 

29. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 

satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

 

31. Sasaran ........./7 
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31. Sasaran atau Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

32. Keluaran atau output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program dan kebijakan. 

33. Hasil atau outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. 

34. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

35. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

36. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

37. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

38. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan dan 

belanja daerah. 

39. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah. 

40. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

41. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit 
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ 
Jasa di Kementerian/Lembaga/SKPD (D)/Institusi (K/L/D/I) yang bersifat 

permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 

42. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE 
adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem 
pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 

43. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

44. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

45. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 
olah pikir (brainware). 

46. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 

telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 
segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, 

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 

47. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

48. Percepatan ........./8 
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48. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat adalah 

kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, 

terencana, terukur dan sinergis guna mempercepat peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

49. Pengusaha Lokal adalah penyedia barang/jasa yang merupakan/dimiliki 
orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat. 

50. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia 

yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua 
Barat/dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua 

oleh masyarakat adat Papua. 

 

Pasal 2 
 

(1) Pedoman pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016, yang 

terdiri dari :  

a. Pendahuluan terdiri dari, latar belakang, maksud dan tujuan, prinsip-
prinsip pelaksanaan APBD, struktur APBD, pendekatan penyusunan dan 
pelaksanaan APBD; 

b. Struktur dan Kewenangan Pelaksanaan Pengelolaan APBD, yang 
merupakan uraian dari pemegang kekuasaan pengelolaan APBD, 

koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelolaan keuangan 
daerah, PPKD selaku bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum 

daerah, pengguna anggaran/penggunga barang, kuasa pengguna 
anggaran/kuasa pengguna barang, pejabat pelaksana teknis kegiatan, 
pejabat penatausahaan keuangan SKPD, bendahara penerimaan, 

bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran dan bendahara 
pengeluaran pembantu; 

c. Pelaksanaan APBD meliputi, asas umum APBD, ketentuan pelaksanaan 
APBD, ketentuan pelaksanaan pembiayaan daerah; 

d. Penatausahaan APBD, meliputi asas umum penatausahaan APBD, pelaksanaan 
penatausahaan APBD, dan format-format penatausahaan APBD; 

e. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah terdiri dari 
ketentuan dasar, ketentuan umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 

f. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi 

akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
format-format laporan realisasi APBD; 

g. Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan 
Anggaran terdiri dari pengendalian, sistem pemantauan/monitoring dan pelaporan, 

pergeseran DPA-SKPD, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, format 
pelaporan, pergeseran DPA-SKPD dan evaluasi kinerja pelaksanaan program/ 

kegiatan pembangunan; 

h. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 

pembinaan, pengawasan, dan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan 
yang sudah selesai; 

 

 

(i) Penutup ........./9 
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i. Penutup; 

j. Kerangka Acuan Kegiatan terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, 

indikator keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, tempat pelaksanaan 
kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan 
biaya yang diperlukan. 

(2) Uraian Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Kerangka  
Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal 3 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. 

     
 

Ditetapkan di Jayapura 

pada tanggal 13 Januari 2016                         
              

GUBERNUR PAPUA, 

CAP/TTD 
LUKAS ENEMBE, SIP, MH 

  
Diundangkan di Jayapura 
Pada tanggal 14 Januari 2016 

Sekretaris Daerah Provinsi Papua 
               CAP/TTD 

   T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP 
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 5 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 
 

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH 
NIP. 19661202 198603 1 002 

 

 
 


